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BAB  I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1).  Dapat disimpulkan  bahwa desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat beserta urusan  pemerintahan  berdasarkan  prakarsa,  asal-usul  dan  adat  istiadat  masyarakat  setempat  serta  hak  tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  6 Tahun  2014 Tentang Desa Ketentuan Umum Pasal 1 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang,termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.
Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan,rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Setiap pengelolahan keuangan desa yang meliputi pendapatan belanja dan pembiayaan  harus tercantum  dalam  APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa setelah melalui musyawarah desa dan  pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. 
APBDes  adalah  instrumen  penting  yang  sangat  menentukan terwujudnya  tata  pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance). Sebagai pemegang otonomi asli, maka desa bisa mengambil  prakarsa  dan  inisiatif dalam pengelolaan keuangan  desa  tanpa  ada  intervensi  dari  Pemerintah Kabupaten.  Maka  dengan adanya otonomi desa  Pemerintah  desa  lebih leluasa dalam  menentukan  arah  kebijakan  pembangunan  desa  dengan  berpedoman APBDes.
APBDes  pada  prinsipnya  merupakan  rencana  pendapatan  dan pengeluaran  desa selama 1 tahun  masa  anggaran  ke  depan  yang  dibuat  oleh sekretaris  desa  dengan  mendapatkan  persetujuan  dari  Kepala  desa  dan BPD yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Bupati. Prioritas masing-masing desa berbeda, tergantung dari potensi desa tersebut dan kebutuhan masyarakat itu sendiri,  sehingga diharapkan menjadi APBdes yang partisipatif. 
Pelaksanaan  otonomi  desa  mendorong  pemerintah  dan  masyarakat  desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa  (APBDes),  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  sebagai  salah  satu  sumber anggaran  penerimaan  atau  pendapatan  Desa  memainkan  peran  yang  sangat penting  dalam  pembangunan  Desa,  dan  bagi  pelaksanaan  otonomi  Desa.Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  merupakan  bagian  integral dari  perangkat  kebijakan  pembangunan  dan  rumah  tangga  desa.  Dalam mendukung  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  diperlukan  kepastian  biaya  yang berasal  dari  berbagai  sumber  baik  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat setempat.
Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada pemerintah desa. APBDes yang telah disusun dan di musyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan. APBDes ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran yang nantinya dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar  desa  terkait  keterbatasan  dalam  keuangan  desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak  berimbang, antara  penerimaan  dengan  pengeluaran.
Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur, ternyata terdapat masalah bahwa penyusunan APBDes di Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur periode tahun anggaran 2015-2016 masih belum efektif. Hal itu dapat dilihat dari indikator masalahnya yaitu, terjadinya Markup harga dalam penyusunan APBDes yaitu Pemerintah Desa Lolah Dua telah menyusun anggaran melebihi anggaran yang sesungguhnya, pembelian yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan yaitu Pemerintah Desa Lolah Dua telah menganggarkan dana  untuk pengadaan pembuatan jalan, tetapi dana yang telah dianggarkan tidak digunakan untuk pembuatan jalan tetapi dilakukan untuk pembelian mata air sehingga mengakibatkan rencana pembuatan  jalan  tidak berjalan karena dana telah terpakai, kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam mengelolah APBDesa.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERIODE 2015-2016”
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur? 
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1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur 
1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi Pemerintah Desa lolah Dua 
membantu  dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.
2. Bagi penulis 
Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah
3. Bagi pembaca
Dapat menambah pengetahuan  dan  sebagai  bahan  perbandingan atau referensi dalam penelitian berikutnya.
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